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ABSTRACT
This paper describes the distance of the development of the traditional markets, shopping centers, and modern shops in the Badung district. The method used in this paper is a normative legal research methods. The legal basis of development distance traditional market, shopping centers, and modern shops in the district Badung be regulated in article 9 Badung local regulations number 7 in 2012 and clarified with article 7 regulation regent Badung number 10 in 2014 and the reason for the distance differences in the three areas of development within the Badung district is differentiated by the population density of each region of Badung district.
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ABSTRAK
Makalah ini menjelaskan tentang Pengaturan Jarak Pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Badung. Metode yang dipergunakan dalam makalah ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Dasar hukum pengaturan jarak pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Badung diatur pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 dan diperjelas dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2014 dan yang menjadi alasan perbedaan jarak pembangunan di tiga kawasan Kabupaten Badung adalah dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kawasan Kabupaten Badung.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Badung adalah satu dari delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang dianggap istimewa dan dipandang oleh kabupaten lainnya di Indonesia karena aset pariwisata yang sangat indah dan beragam sehingga menjadikan Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten dengan pendapatan terbesar di Indonesia. Ada tiga sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung, yaitu pariwisata, pertanian dalam arti luas, dan kerajinan. Dari ketiga sumber PAD itu, jumlah APBD Badung 2014 dan 2015 sekitar Rp 3,5 triliun. Sebanyak 66% di antaranya dialokasikan untuk belanja publik (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) dan sisanya untuk belanja rutin pegawai.
 Dengan pendapatan daerah yang begitu besar menuntut Kabupaten Badung harus bisa meningkatkan perekonomian di setiap lini dan pelosok daerahnya.
Perputaran roda ekonomi yang begitu pesat di Badung menyebabkan setiap masyarakat maupun investor berlomba membuat usaha, baik di bidang perdagangan maupun jasa. Salah satu bidang usaha yang sangat ramai dan diminati dewasa ini adalah usaha menjual sembako dan kebutuhan pokok sehari hari yang melahirkan adanya banyak pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Sehingga agar terciptanya ketertiban dalam pembangunan, perlu dibuat suatu rencana tata ruang wilayah yang mengatur pembangunan agar terciptanya keseimbangan dan kemanfaatan dari pembangunan tersebut. Perencanaan pembangunan disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
 Pada tanggal 30 Desember 2013 diundangkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung. Dalam Pasal 46 dijelaskan tentang kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sehingga memungkinkan untuk mengatur dan membatasi pasar tradisonal, pusat perbelanjaan dan toko modern yang semakin bertambah setiap tahunnya.
1.2 Tujuan

Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang pengaturan jarak pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Badung.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang tertulis di dalam peraturan perundang-undang. 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Undang-Undang (the statute approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
.
2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1
Dasar Hukum Pengaturan Jarak Pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Modern di Kabupaten Badung.

Pengaturan jarak pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan pasar modern di Kabupaten Badung diatur pada Pasal 7 Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan lokasi pendirian pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern dengan yang sudah ada sebelumnya, iklim usaha yang sehat, aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas), dukungan/ ketersediaan infrastruktur, dan perkembangan pemukiman baru. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern tidak diperkenankan pada satu sisi dalam ruas jalan yang sama. Jarak pembangunan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dengan yang sudah ada yang diatur/diukur dengan alat ukur adalah untuk kawasan Badung Utara sejauh 1.000 Meter, untuk kawasan Badung Tengah sejauh 700 Meter, dan untuk kawasan Badung Selatan sejauh 500 Meter. Aturan tersebut mengacu pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2.2.2 Perbedaan Jarak Pembangunan Antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Tiga Wilayah Kabupaten Badung.
Terdapat perbedaan jarak pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di tiga kawasan Kabupaten Badung yaitu di kawasan Badung Utara 1.000 Meter, Kawasan Badung Tengah 700 Meter, dan Kawasan Badung Selatan 500 Meter. Berdasarkan wawancara dengan bapak Made Sutama pada tanggal 15 Agustus 2015 selaku Kepala Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung mengenai alasan perbedaan jarak pembangunan di tiga kawasan Kabupaten Badung tersebut ialah dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan penduduknya dimana di kawasan Badung selatan tingkat kepadatan penduduknya sangat tinggi sehingga dimungkinkan dan diperbolehkan membangun pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dengan jarak 500 meter dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern lainnya, begitu pula dengan kawasan Badung lainnya mengikuti tingkat kepadatan penduduknya
III. SIMPULAN

Dasar hukum pengaturan jarak pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Badung diatur pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 dan diperjelas dengan Pasal 7 Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Terdapat perbedaan jarak pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di tiga kawasan Kabupaten Badung yaitu di kawasan Badung Utara 1.000 Meter, Kawasan Badung Tengah 700 Meter, dan Kawasan Badung Selatan 500 Meter. Alasan perbedaan jarak pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern  di tiga kawasan Kabupaten Badung lainnya ialah dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kawasan Kabupaten Badung.
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